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Oleh 

 

DENNY SAPUTRA PRATAMA 

Pemerintah menerapkan skema Kemitraan Konservasi sebagai upaya penyelesaian 

konflik lahan di kawasan konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

sejarah pengelolaan lahan oleh Gapoktanhut SHK Lestari di Taman Hutan Raya Wan 

Abdul Rachman serta menganalisis implementasi Kemitraan Konservasi pada 

Gapoktanhut SHK Lestari di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. Penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan 

melalui wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan studi dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sejarah pengelolaan lahan di kawasan Taman Hutan Raya 

Wan Abdul Rachman mengalami dinamika kebijakan pengelolaan kawasan, mulai dari 

pendekatan keamanan pada masa Orde Baru hingga upaya penataan pengelolaan melalui 

penguatan kelembagaan masyarakat di tengah ketidakpastian akses kelola. Perkembangan 

kebijakan perhutanan sosial kemudian membuka ruang pemberian akses legal kepada 

masyarakat melalui skema Kemitraan Konservasi. Kemitraan Konservasi pada Gabungan 

Kelompok Tani Hutan SHK Lestari telah mengubah hubungan antara masyarakat dan 

pengelola kawasan. Konflik tenurial lahan hutan yang terjadi sebelumnya berubah 

menjadi kerja sama pengelolaan. Pengakuan akses kelola diatur secara formal melalui 

skema Kemitraan Konservasi. Implementasinya diwujudkan melalui penguatan 

kelembagaan Kelompok Tani Hutan dan penerapan sistem agroforestri. Kemitraan ini 

melibatkan 21 KTH berizin yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Hutan SHK 

Lestari. Cakupannya sebanyak 512 kepala keluarga dan luas areal kelola sekitar 790,94 

ha. Pengelolaan lahan diarahkan pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagai 

sumber penghidupan, disertai kegiatan pengolahan pascapanen, keterlibatan kelompok 

perempuan, serta partisipasi masyarakat dalam patroli dan kegiatan konservasi. 

Pelaksanaan Kemitraan Konservasi masih menghadapi kendala berupa ketergantungan 

pemasaran pada pedagang tengkulak, rendahnya keterlibatan generasi muda, penyesuaian 

luasan lahan dalam pengaturan izin, serta beban administrasi pelaporan ekonomi bagi 

sebagian anggota kelompok lanjut usia. Keberlanjutan Kemitraan Konservasi dapat 

ditingkatkan melalui penguatan akses pemasaran, regenerasi petani muda, 

penyederhanaan administrasi, serta peningkatan peran dan pendampingan Gapoktanhut 

SHK Lestari.    

Kata Kunci: Kawasan Konservasi, Konflik Tenurial, Resolusi Konflik, Agroforestri  
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IMPLEMENTATION OF CONSERVATION PARTNERSHIP IN THE 

ASSOCIATION OF FOREST FARMER GROUPS OF THE 

SUSTAINABLE COMMUNITY FOREST SYSTEM AT WAN ABDUL 

RACHMAN GRAND FOREST PARK 

 

By 

 

DENNY SAPUTRA PRATAMA 

 
The government implements the Conservation Partnership scheme as an effort to resolve 

land conflicts in conservation areas. This study aims to describe the history of land 

management by Gapoktanhut SHK Lestari in the Wan Abdul Rachman Forest Park and 

analyze the implementation of Conservation Partnerships in the Gapoktanhut SHK 

Lestari in the Wan Abdul Rachman Forest Park. The research uses a qualitative approach 

with a case study method. Data was collected through in-depth interviews, engaged 

observations, and documentation studies. The results of the study show that the history of 

land management in the Wan Abdul Rachman Forest Park area has experienced the 

dynamics of regional management policies, ranging from the security approach during the 

New Order period to efforts to organize management through strengthening community 

institutions during uncertainty of access to management. The development of social 

forestry policies then opens space to provide legal access to the community through the 

Conservation Partnership scheme. The Conservation Partnership at the SHK Lestari 

Forest Farmer Group Association has transformed the relationship between communities 

and area managers. The forest land tenure conflict that occurred earlier turned into 

management cooperation. Recognition of managed access is formally regulated through 

the Conservation Partnership scheme. Its implementation is realized through institutional 

strengthening of Forest Farmers Groups and the implementation of agroforestry systems. 

This partnership involves 21 licensed KTH who are members of the SHK Lestari Forest 

Farmer Group Association. The coverage is 512 heads of families, and the managed area 

is around 790.94 ha. Land management is directed at the use of non-timber forest 

products as a source of livelihood, accompanied by post-harvest processing activities, 

involvement of women's groups, and community participation in patrols and conservation 

activities. The implementation of the Conservation Partnership still faces obstacles in the 

form of marketing dependence on middlemen traders, low involvement of the younger 

generation, adjustment of land area in the arrangement of permits, and administrative 

burden of economic reporting for some members of the elderly group. The sustainability 

of the Conservation Partnership can be improved through strengthening marketing access, 

regenerating young farmers, simplifying administration, and increasing the role and 

assistance of Gapoktanhut SHK Lestari. 

Keywords: Conservation Areas, Tenurial Conflicts, Conflict Resolution, Agroforestry
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) di Indonesia masih menghadapi 

persoalan konflik tenurial antara negara dan masyarakat sekitar hutan. 

Ketersediaan sumber daya alam yang terbatas menuntut pengelolaan yang 

terkoordinasi agar keseimbangan lingkungan terjaga dan kesejahteraan masyarakat 

tidak terabaikan (Arifandy, 2020). Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan 

hutan sering membutuhkan akses lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

sementara aturan konservasi membatasi pemanfaatan tersebut. Pendekatan 

keamanan (security approach) yang diterapkan secara kaku dalam praktik tertentu 

cenderung memposisikan masyarakat sebagai pihak yang berhadapan dengan 

pengelola kawasan, sehingga menimbulkan ketegangan antara tujuan pelestarian 

lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal (Simarmata, 2024). 

Sebagai respons atas keterbatasan pendekatan tersebut, pemerintah mulai 

mendorong model pengelolaan kawasan konservasi yang melibatkan masyarakat 

melalui skema kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi muncul sebagai 

respons atas sejarah panjang pengelolaan lahan oleh masyarakat yang tidak 

sepenuhnya terakomodasi dalam penetapan kawasan konservasi, dengan 

memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola lahan garapan di 

kawasan konservasi, khususnya pada zona tradisional, tanpa hak kepemilikan 

lahan, serta disertai kewajiban menjaga kelestarian fungsi hutan (Octastefani et 

al., 2024). Dalam kerangka kebijakan pengelolaan kawasan konservasi 

diposisikan sebagai salah satu skema penyelesaian kegiatan masyarakat di dalam 

kawasan konservasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha 

dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian 
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Alam, dan Taman Buru, yang mengatur beberapa skema penyelesaian aktivitas 

masyarakat di kawasan konservasi, termasuk kemitraan konservasi (Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur 

prinsip pengelolaan kawasan konservasi yang mencakup perlindungan, 

pengawetan, dan pemanfaatan kawasan secara terbatas dengan melibatkan 

masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan kawasan konservasi (Pemerintah 

Republik Indonesia, 2024). berbagai kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

kemitraan konservasi di tingkat lapangan masih sangat dipengaruhi oleh proses 

implementasi, kapasitas kelembagaan masyarakat, serta dinamika hubungan antara 

masyarakat dan pengelola kawasan (Tresiana et al., 2023). 

Dalam pelaksanaan kemitraan konservasi, proses pendampingan menjadi 

bagian dari tahapan implementasi di tingkat lapangan. Pendampingan tersebut 

mencakup kegiatan pelatihan, pendampingan masyarakat, serta penataan 

hubungan kerja antara masyarakat dan pengelola kawasan. Keberhasilan 

kemitraan konservasi dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, bentuk kerja sama, serta 

mekanisme evaluasi yang berjalan dengan baik (Pohan dan Abiddin, 2024). 

Mekanisme tersebut mendukung pengelolaan sumber daya alam berbasis 

masyarakat secara lebih efektif (Manapa, 2021). 

Salah satu kawasan konservasi yang menerapkan skema kemitraan konservasi 

adalah Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR). Kemitraan 

konservasi di kawasan ini diposisikan sebagai upaya untuk menyelaraskan 

manfaat hutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Penelitian Mufidah et al. 

(2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan konservasi di Tahura WAR 

dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi 

kejelasan regulasi, pemberian bantuan bibit produktif, tersedianya sumber 

pendapatan masyarakat, diversifikasi produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kapasitas sumber daya manusia 

pengelola yang relatif memadai. Sementara itu, faktor penghambat meliputi 

rendahnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat, keterbatasan sarana dan 

prasarana, jumlah sumber daya manusia pengelola yang terbatas, serta minimnya 

dukungan pendanaan dari pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
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pelaksanaan kemitraan konservasi masih memerlukan penguatan melalui 

sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada 

masyarakat. 

Selain aspek tersebut, perumusan program kemitraan konservasi juga 

memerlukan analisis kondisi masyarakat dari aspek sumber daya manusia, sosial, 

ekonomi, dan infrastruktur agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat 

(Nasution et al., 2022). Namun demikian, partisipasi masyarakat di Tahura WAR 

masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Febriana et al. (2020) 

menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kawasan 

belum memberikan dampak yang signifikan karena masukan masyarakat belum 

sepenuhnya diperhatikan. Partisipasi masyarakat lebih banyak terjadi pada tahap 

perencanaan dan evaluasi, sementara pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan 

hasil masih relatif lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan 

masih cenderung bersifat top-down dan belum sepenuhnya menempatkan 

masyarakat sebagai pelaku utama. 

Pelaksanaan kemitraan konservasi di Tahura WAR berkembang sebagai 

respons atas kondisi masyarakat yang telah lama mengelola lahan di dalam 

kawasan tanpa kepastian legal. Di Gapoktanhut SHK Lestari pada areal 

pengelolaan di Tahura WAR, proses kemitraan konservasi berlangsung melalui 

tahapan sosialisasi, pengajuan permohonan kelompok, verifikasi teknis, serta 

penyusunan kesepakatan pengelolaan lahan yang dijalankan bersama pengelola 

kawasan (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2025). kemitraan konservasi 

dilaksanakan melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok, 

pengaturan pengelolaan lahan, serta kegiatan pendampingan di tingkat tapak yang 

berjalan seiring dengan pemenuhan persyaratan kemitraan. Pelaksanaan tersebut 

menunjukkan adanya dinamika dalam membangun kepercayaan, pembagian 

peran, serta penerapan hak dan kewajiban kelompok dalam pengelolaan kawasan 

(Mufidah et al., 2024). Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah pengelolaan lahan oleh Gapoktanhut SHK Lestari di Taman 

    Hutan Raya Wan Abdul Rachman?  
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2. Bagaimana implementasi Kemitraan Konservasi pada Gapoktanhut SHK 

Lestari di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

      Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan sejarah pengelolaan lahan oleh Gapoktanhut SHK Lestari di 

Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman 

2. Menganalisis implementasi Kemitraan Konservasi pada Gapoktanhut SHK 

Lestari di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman 

1.3 Kerangka Pemikiran 

Pengelolaan Tahura WAR sebagai kawasan konservasi dihadapkan pada 

konflik tenurial antara pengelola kawasan dan masyarakat yang telah lama 

memanfaatkan lahan di dalam kawasan, di mana pemanfaatan lahan tersebut telah 

berlangsung sebelum penetapan kawasan konservasi dan terus berlanjut setelah 

kawasan ditetapkan secara resmi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk 

menerapkan skema kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik 

dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan memberikan akses legal kepada 

masyarakat untuk mengelola lahan secara terbatas disertai kewajiban menjaga 

fungsi konservasi kawasan. Pelaksanaan kemitraan konservasi di Tahura WAR 

menjadi bagian penting dalam pengelolaan kawasan karena mencakup 

kesepakatan pengelolaan, pembagian peran antara pengelola kawasan dan 

masyarakat, serta pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pengelolaan lahan. 

Pelaksanaan kemitraan konservasi yang berjalan sesuai kesepakatan tersebut 

diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan Taman Hutan Raya Wan 

Abdul Rachman, baik dari sisi perlindungan kawasan maupun hubungan antara 

pengelola kawasan dan masyarakat. Secara ringkas, kerangka pemikiran 

penelitian ini disajikan pada Gambar 1. 
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                                          Gambar 1 Kerangka Pemikiran 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu dari lima belas kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung yang secara resmi berdiri pada tanggal 2 November 2007 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung. Sebelum pemekaran, wilayah ini 

merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Pesawaran 

memiliki luas wilayah 1.173,77 km² (117.377 hektare) dan secara administratif 

terdiri dari 11 kecamatan dan 144 desa. Secara geografis, Kabupaten Pesawaran 

terletak pada koordinat 104,92°-105,34° Bujur Timur (BT) dan 5,12°-5,84° 

Lintang Selatan (LS). Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu di 

sebelah barat, Kabupaten Lampung Tengah di sebelah utara, Kabupaten Lampung 

Selatan dan Kota Bandar Lampung di sebelah timur, serta Teluk Lampung dan 

Kabupaten Tanggamus di sebelah selatan (dishut.lampungprov.go.id). 

Kabupaten Pesawaran memiliki topografi yang beragam, terdiri atas dataran 

rendah, perbukitan, hingga wilayah pegunungan dengan ketinggian antara 0 

hingga 2.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kabupaten ini memiliki suhu 

berkisar antara 22°C hingga 33°C dengan tingkat kelembaban 80%-88% 

(dishut.lampungprov.go.id). 

Tahura WAR adalah kawasan pelestarian alam seluas 22.245,50 hektare yang 

berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan (life support system) vital bagi 

Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran. Secara topografis, kawasan ini 

didominasi oleh bentang alam pegunungan yang menjadi hulu bagi sembilan 

Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan tiga formasi gunung utama sebagai pasak 

buminya, yaitu Gunung Pesawaran (puncak tertinggi ±1.681 mdpl), Gunung Ratai 

(±1.671 mdpl), dan Gunung Betung (±1.240 mdpl) (dishut.lampungprov.go.id) 

file:///C:/dishut.lampungprov.go.id
file:///C:/dishut.lampungprov.go.id
file:///C:/dishut.lampungprov.go.id
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Desa Cilimus merupakan salah satu desa di Kecamatan Teluk Pandan yang 

terbentuk pada tahun 2012 sebagai hasil pemekaran dari Desa Hurun berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2012. Secara geografis, 

Desa Cilimus berada pada wilayah dataran rendah hingga perbukitan dan 

berbatasan langsung dengan kawasan Tahura WAR. Letak desa yang berada pada 

jalur penghubung antara Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung 

menjadikan aksesibilitas wilayah ini relatif baik dan mendukung aktivitas 

ekonomi masyarakat (cilimus.desa.id). 

Dalam perkembangannya, Desa Cilimus mengalami perubahan penting 

terkait pengelolaan kawasan hutan. Wilayah ini berkembang menjadi salah satu 

lokasi percontohan penerapan skema Kemitraan Konservasi. Sebagian besar 

masyarakat Desa Cilimus yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Hutan 

(Gapoktanhut) SHK Lestari telah memperoleh legalitas akses kelola lahan melalui 

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah. Masyarakat yang sebelumnya 

menggantungkan hidup pada kawasan hutan tanpa kepastian hukum kini terlibat 

secara resmi dalam pengelolaan kawasan konservasi melalui skema kemitraan 

tersebut (dishut.lampungprov.go.id). 

Kelompok SHK Lestari merupakan kelompok petani yang menetap dan 

beraktivitas di kawasan Tahura WAR, khususnya di wilayah Desa Cilimus dan 

sekitarnya. Keberadaan masyarakat di kawasan ini telah berlangsung jauh 

sebelum ditetapkannya kawasan sebagai hutan negara. Penetapan kawasan tanpa 

keterlibatan masyarakat menyebabkan aktivitas bermukim dan bercocok tanam 

yang telah berlangsung secara turun-temurun kemudian diposisikan sebagai 

pelanggaran. Melalui proses pendampingan dari berbagai organisasi non-

pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan dan bantuan hukum, termasuk 

WALHI, WATALA, dan LBH, kelompok masyarakat ini kemudian 

bertransformasi menjadi mitra resmi pemerintah dalam pengelolaan kawasan 

konservasi (cilimus.desa.id). 

 

 

2.2 Konflik Tenurial 

Konflik tenurial merupakan bentuk perselisihan yang berkaitan dengan 

penguasaan, pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan atau kawasan 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/cilimus.desa.id
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/dishut.lampungprov.go.id
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/cilimus.desa.id
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hutan. Konflik ini terjadi ketika terdapat perbedaan klaim dan kepentingan antara 

para pihak terhadap suatu wilayah, khususnya antara negara sebagai pemegang 

kewenangan pengelolaan kawasan dan masyarakat yang memanfaatkan lahan 

sebagai sumber penghidupan. Dalam kawasan hutan dan kawasan konservasi, 

konflik tenurial sering muncul akibat pembatasan akses dan pemanfaatan lahan 

yang ditetapkan oleh negara, sementara masyarakat tetap memiliki kepentingan 

sosial dan ekonomi terhadap lahan tersebut (Nuraeny et al., 2023). 

Konflik tenurial kawasan hutan juga berkaitan erat dengan degradasi dan 

deforestasi yang dipicu oleh pembangunan pertanian, perkebunan, serta 

pemukiman di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kondisi kesejahteraan 

masyarakat yang relatif rendah mendorong sebagian masyarakat untuk menggarap 

lahan secara ilegal di kawasan hutan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup. 

Aktivitas tersebut kemudian menimbulkan pertentangan kepentingan antara 

masyarakat dan pengelola kawasan hutan, yang berkembang menjadi konflik 

tenurial. Konflik tenurial hutan didefinisikan sebagai bentuk perselisihan atau 

pertentangan klaim yang berkaitan dengan perebutan, pengelolaan, penggunaan, 

dan pemanfaatan kawasan hutan (Munawar, 2018). 

Konflik tenurial kawasan hutan juga dipengaruhi oleh tekanan terhadap 

sumber daya hutan yang berasal dari tingginya ketergantungan masyarakat 

terhadap kawasan hutan sebagai sumber penghidupan. Perbedaan kepentingan 

dalam pemanfaatan kawasan hutan sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, sosial, 

dan kebutuhan akan lahan pertanian, di mana masyarakat menganggap sebagian 

kawasan hutan yang telah lama mereka kelola sebagai milik mereka. Tekanan 

tersebut mendorong terjadinya aktivitas seperti perambahan dan pemanfaatan 

lahan tanpa izin, yang pada akhirnya menimbulkan pertentangan antara 

masyarakat dan pengelola kawasan hutan. Perselisihan ini mencerminkan adanya 

ketegangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan tujuan konservasi yang 

diemban oleh negara dalam pengelolaan kawasan hutan (Zulfa dan Rahmawati, 

2025). 

Konflik agraria dan konflik tenurial di Indonesia merupakan persoalan sosial 

yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan dalam penguasaan dan 

pemanfaatan sumber daya agraria. Dalam pengelolaan agraria, konflik sering 
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muncul seiring dengan penetapan kebijakan dan pemberian izin pengelolaan 

lahan, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki sumber daya alam yang relatif 

besar. Kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan keterbatasan pengakuan 

hukum terhadap hak ulayat dan hak kelola masyarakat, serta pendekatan 

pembangunan yang cenderung bersifat top-down, sehingga konflik tenurial 

cenderung berlangsung secara sistemik dan berulang. Secara umum, konflik 

tenurial tersebut ditandai oleh beberapa kondisi utama, yaitu:  

(1) ketimpangan relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat 

  dalam penguasaan lahan;  

(2) kebijakan agraria dan perizinan yang lebih berpihak pada kepentingan 

  aktor ekonomi berskala besar;  

(3) lemahnya perlindungan hukum terhadap hak kelola dan keberadaan 

  masyarakat lokal; serta  

(4) minimnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola sumber daya agraria 

  yang adil dan berkelanjutan (Syahrier et al., 2025). 

Konflik tenurial yang berlangsung secara berkepanjangan menimbulkan 

dampak sosial dan lingkungan yang signifikan dalam pengelolaan kawasan hutan. 

Secara sosial, konflik tersebut memicu ketegangan antar kelompok, menurunkan 

tingkat kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan potensi konflik antara 

masyarakat dan pihak berwenang akibat ketidakjelasan hak akses dan 

pemanfaatan lahan. Dari sisi lingkungan, konflik tenurial berkontribusi terhadap 

meningkatnya perambahan hutan, pembukaan lahan tanpa pengelolaan yang 

memadai, serta eksploitasi sumber daya hutan yang tidak terkendali, yang pada 

akhirnya menyebabkan degradasi ekosistem dan terganggunya fungsi ekologis 

kawasan (Syari dan Pratama, 2023). Kondisi tersebut, menurut Hekmatyar dan 

Adinugraha (2021) menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pengelolaan 

hutan yang berkelanjutan karena konflik yang tidak terselesaikan cenderung 

memperburuk kondisi sosial dan lingkungan secara bersamaan. 
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2.3 Kemitraan Konservasi 

Kemitraan Konservasi merupakan kesepakatan yang memuat hak dan 

kewajiban masing-masing pihak serta menetapkan tata cara kerja sama dalam 

pengelolaan kawasan konservasi dengan memberdayakan masyarakat sekitar 

kawasan hutan dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai mitra aktif dalam 

menjaga keberlanjutan kawasan hutan konservasi. Dalam pelaksanaannya, 

masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang mendukung konservasi, 

seperti pemanfaatan HHBK, ekowisata, atau pengawasan kawasan. Melalui kerja 

sama ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi juga 

memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan (Putri et al., 2023). 

Menurut Sholihah et al. (2024) partnership atau kemitraan adalah perjanjian 

antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk saling berbagi tanggung jawab 

demi menjalankan suatu organisasi atau program secara bersama, sehingga 

masing-masing pihak memperoleh keuntungan. Pendapat lain menyatakan bahwa 

kemitraan adalah kerja sama formal antara individu, kelompok, atau organisasi 

untuk mencapai tugas atau tujuan tertentu, di mana setiap pihak yang terlibat 

memperoleh manfaat dari kolaborasi tersebut. Yanuar et al. (2022) menjelaskan 

bahwa kemitraan merupakan bentuk kerja sama yang membawa manfaat bagi 

semua pihak yang terlibat. Biasanya, kemitraan ini terbentuk atas dasar 

kesepakatan yang mengikat dan dituangkan dalam perjanjian, Standar Operasional 

Prosedur (SOP), atau kontrak. Dalam praktiknya, kemitraan tidak hanya terbatas 

pada hubungan antara pelaku usaha besar dan kecil, tetapi juga melibatkan sektor 

lain, termasuk dalam upaya pelestarian lingkungan. 

Dalam pengelolaan kawasan konservasi, kemitraan menjadi strategi penting 

yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk menjaga 

kelestarian hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. 

Kemitraan dalam pengelolaan lingkungan umumnya dituangkan dalam bentuk 

kesepakatan yang dapat bersifat formal maupun informal. Dalam konteks 

konservasi, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah sering kali melibatkan 

perjanjian yang mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak. Pihak yang 

terlibat dalam kemitraan tidak hanya bertindak sebagai pengelola sumber daya, 

tetapi juga memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan, pelatihan teknis, 
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serta penyediaan akses terhadap fasilitas dan sarana produksi (Munandar et al., 

2022). 

Dalam skema Kemitraan Konservasi, pendekatan ini diterapkan dengan 

tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan serta 

memastikan keberlanjutan program yang telah dirancang. Keberhasilan kemitraan 

dalam konservasi sangat bergantung pada kepercayaan, keadilan, dan distribusi 

kekuasaan yang seimbang di antara para pemangku kepentingan. Dalam banyak 

kasus, pemerintah dan masyarakat lokal memiliki kepentingan yang berbeda, 

sehingga diperlukan mekanisme kolaborasi yang adil untuk memastikan semua 

pihak dapat berkontribusi secara setara (Ariska et al., 2020). Saif et al. (2022) 

menekankan bahwa tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan keseimbangan 

kekuasaan, Kemitraan Konservasi berisiko memperkuat ketimpangan yang sudah 

ada, di mana pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau politik cenderung 

mendominasi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam membangun 

kemitraan yang efektif, penting untuk menciptakan proses yang transparan, 

memperkuat partisipasi komunitas, serta memastikan bahwa kebijakan yang 

dihasilkan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga mendukung 

kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. 

Kemitraan konservasi dikembangkan sebagai respons atas konflik 

kepentingan antara masyarakat dan pengelola kawasan konservasi yang muncul 

akibat ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan di satu sisi, serta 

mandat negara untuk menjaga keutuhan dan kelestarian kawasan konservasi di sisi 

lain. Perbedaan kepentingan tersebut memicu konflik tenurial, terutama di 

kawasan konservasi yang telah lama dimanfaatkan masyarakat sebelum 

penetapannya secara formal. Dalam situasi tersebut, pemerintah memperkenalkan 

kebijakan kemitraan konservasi sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan 

tujuan konservasi dengan kebutuhan penghidupan masyarakat, melalui pemberian 

akses yang diatur dan dibatasi dalam kerangka kerja sama pengelolaan kawasan. 

Kemitraan konservasi diposisikan sebagai salah satu pilihan penyelesaian konflik 

tenurial karena memungkinkan masyarakat terlibat secara legal dalam pengelolaan 

kawasan tanpa menghilangkan fungsi konservasi yang menjadi tanggung jawab 

negara (Prayitno, 2020). 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-Desember 2025 yaitu di 

Gapoktanhut SHK Lestari yang berlokasi di Desa Cilimus, Kecamatan Teluk 

Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.  

 

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian
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3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat tulis dan kertas guna 

mencatat data di lapangan, laptop atau komputer untuk pengolahan dan analisis 

data, handphone sebagai sarana komunikasi dan dokumentasi, serta alat perekam 

suara untuk merekam wawancara guna memastikan keakuratan informasi yang 

diperoleh. Bahan yang digunakan mencakup panduan pertanyaan wawancara 

mendalam yang disusun secara sistematis berdasarkan fokus penelitian. 

 

 

3.3 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan proses analisis yang 

bersifat induktif (grounded). Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat langsung 

dalam pengumpulan data dan berperan sebagai instrumen utama. Oleh karena itu, 

pendekatan ini sering disebut sebagai participant observation, karena peneliti 

melakukan pengamatan sekaligus berinteraksi dengan subjek penelitian (Irawan, 

2007). Salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah pemahaman terhadap 

kebenaran yang didasarkan pada perspektif peneliti dan informan. Kebenaran 

dalam penelitian kualitatif bersifat plural atau beragam, sehingga tidak terdapat 

satu kebenaran yang bersifat mutlak (Ultvia et al., 2023). 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali makna di balik fakta sosial, 

bukan sekadar menjelaskan fakta secara deskriptif. Metode studi kasus dipilih 

karena dianggap relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat how 

(Bagaimana) dan why (Mengapa) suatu fenomena dapat terjadi (Narimawati, 

2008). Pendekatan kualitatif tidak hanya digunakan untuk memahami objek 

penelitian, tetapi juga untuk menjelaskan bagaimana suatu fenomena muncul dan 

mengapa hal tersebut dapat terjadi. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak 

hanya menjawab pertanyaan mengenai “apa” yang diteliti, tetapi juga berupaya 

menelusuri “bagaimana” dan “mengapa” suatu fenomena terbentuk dan 

berkembang sebagai sebuah kasus. Oleh karena itu, peneliti perlu merancang dan 

melaksanakan penelitian dengan cermat agar metode ini dapat diterapkan secara 

tepat (Yin, 2015). 

 

 



14 

 

 

 

3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam mencapai tujuan penelitian (Ma’ruf et al., 2025). Data dalam penelitian ini 

terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung 

melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi 

dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini meliputi informasi mengenai 

sejarah pengelolaan lahan oleh Gapoktanhut SHK Lestari di Tahura WAR serta 

proses implementasi Kemitraan Konservasi, yaitu pembentukan kelembagaan 

Kelompok Tani Hutan (KTH), proses pengajuan dan verifikasi teknis, 

penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kemitraan Konservasi, serta 

praktik pengelolaan lahan oleh masyarakat. Data sekunder (pendukung) meliputi 

dokumen kebijakan, laporan lembaga, dan hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan sejarah pengelolaan, konflik tenurial, dan Kemitraan 

Konservasi. 

1. Wawancara mendalam (in-depth interview)  

Wawancara mendalam dilaksanakan dengan narasumber yang dipilih 

secara purposive sampling yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan 

memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterlibatan langsung dalam 

pelaksanaan kemitraan konservasi di lokasi penelitian (Irawan, 2007; 

Sugiyono, 2016). Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan kunci terpilih 

yaitu Ketua Gapoktanhut SHK Lestari (1 orang), Kepala Desa Cilimus (1 

orang), Ketua KTH SHK Lestari (5 orang), anggota SHK Lestari (5 orang), 

UPTD Tahura WAR (3 orang), dan WALHI Lampung (3 orang). Wawancara 

dilakukan secara langsung dengan menggunakan panduan pertanyaan terbuka 

agar informan dapat menyampaikan informasi secara bebas dan mendalam 

sesuai dengan pengalaman mereka. 

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data yang tidak 

selalu mudah dilakukan. Jika dilaksanakan dengan baik, wawancara dapat 

memberikan informasi yang mendalam. Agar wawancara berjalan efektif, 

beberapa hal berikut perlu diperhatikan: 

1. Menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu 
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Sebelum wawancara dilakukan, peneliti perlu menyiapkan daftar 

pertanyaan sebagai panduan agar pembicaraan tetap sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

2. Menciptakan suasana yang nyaman 

Wawancara sebaiknya dilakukan dalam suasana yang santai agar informan 

tidak merasa tertekan dan bersedia menyampaikan informasi secara 

terbuka. 

3. Menghindari pertanyaan yang terlalu singkat 

Pertanyaan yang hanya menghasilkan jawaban “ya” atau “tidak” sebaiknya 

dihindari karena dapat membatasi informasi yang diberikan informan. 

4. Memperhatikan saat informan terdiam 

Ketika informan tidak langsung menjawab atau terdiam, hal tersebut tetap 

perlu diperhatikan karena dapat menunjukkan adanya hal tertentu yang 

penting bagi penelitian. 

5. Tidak terpaku pada daftar pertanyaan 

Meskipun memiliki panduan, peneliti tetap dapat menyesuaikan 

pertanyaan sesuai dengan jalannya percakapan agar informasi yang 

diperoleh lebih lengkap. 

6. Tidak memengaruhi pendapat informan 

Dalam wawancara, peneliti tidak berusaha mengubah pandangan atau 

sikap informan, melainkan hanya mendengarkan dan mencatat apa yang 

disampaikan. 

7. Menggunakan alat perekam bila memungkinkan 

Alat perekam dapat membantu peneliti mencatat informasi dengan lebih 

lengkap, meskipun penggunaannya tetap menyesuaikan dengan kesediaan 

informan. 

8. Mencatat data apa adanya 

Peneliti tidak menafsirkan atau menyimpulkan pernyataan informan pada 

saat wawancara berlangsung, tetapi mencatat informasi sesuai dengan 

yang disampaikan. 
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2. Pengamatan Terlibat  

  Pengamatan terlibat dilakukan dengan cara peneliti hadir secara langsung 

dalam kegiatan forum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam 

pelaksanaannya, peneliti mengikuti kegiatan atas undangan pihak terkait dan 

berada bersama peserta kegiatan, namun tidak terlibat aktif dalam diskusi 

maupun pengambilan keputusan. Peneliti berperan untuk mengamati jalannya 

kegiatan dan mendengarkan proses diskusi guna memperoleh pemahaman 

mengenai dinamika interaksi serta proses pelaksanaan kegiatan yang berkaitan 

dengan penelitian. 

 

3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data baik secara online 

(jurnal, artikel, website dan youtube) maupun offline (media cetak, buku, 

peraturan perundang-undangan serta kebijakan) yang dilakukan dengan 

menelusuri serta mengumpulkan berbagai dokumen yang telah terdokumentasi, 

kemudian mencatat informasi yang relevan untuk mendukung penelitian. 

Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data dari sumber tertulis yang 

sudah ada, sehingga dapat memperkaya analisis dengan bukti yang lebih 

objektif dan terverifikasi (Irawan, 2007). 

 

 

3.5 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Metode 

analisis deskriptif digunakan untuk mengolah dan menyajikan data dengan cara 

mendeskripsikan temuan penelitian sesuai dengan kondisi yang terjadi di 

lapangan (Irawan, 2007). Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. Data tersebut mencakup informasi mengenai sejarah 

pengelolaan lahan oleh Gapoktanhut SHK Lestari pada kemitraan konservasi di 

Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, serta implementasi kemitraan 

konservasi pada Gapoktanhut SHK Lestari di Taman Hutan Raya Wan Abdul 

Rachman, menurut Irawan (2007). Adapun tahapan analisis kualitatif adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data Mentah: 
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Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. 

Dalam tahap ini, peneliti memanfaatkan berbagai alat, misalnya 

smartphone, perekam suara di smartphone, serta aplikasi WhatsApp 

Messenger. 

2. Transkripsi Data: 

Transkrip data dilakukan dengan menuliskan hasil wawancara mendalam 

yang berasal dari rekaman wawancara dan kemudian di catat sesuai 

dengan jawaban informan kunci. 

3. Pembuatan Koding: 

Seluruh data yang telah ditranskripsikan kemudian diproses dengan cara 

membuat ulang narasi data tersebut. Pada proses ini, peneliti memberi 

tanda pada bagian-bagian penting yang nantinya akan digunakan untuk 

mengidentifikasi kata kunci yang diberikan kode. Hasil pengkodingan 

dapat dilihat pada Lampiran 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, dan 22 

4. Kategorisasi Data: 

Pada tahap ini data disederhanakan dengan cara mengelompokkan kata 

kunci dan konsep yang telah diidentifikasi ke dalam kategori tertentu. 

Proses ini membantu dalam menyusun struktur temuan dari penelitian. 

Hasil pengkategorisasian dapat dilihat pada lampiran 4. 

5. Penyimpulan Sementara: 

Berdasarkan data yang telah dikategorikan, peneliti menyusun kesimpulan 

sementara yang murni didasarkan pada fakta yang ada, tanpa dipengaruhi 

oleh pemikiran peneliti. 

6. Triangulasi: 

Data diperiksa kembali dengan cara membandingkan dan memvalidasi 

informasi dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratannya. Dalam 

tahap triangulasi, proses validitas dilakukan dengan cara membandingkan 

dan mengecek ulang dari berbagai sumber, teknik dan waktu untuk 

memastikan kebenarannya.  

7. Penyimpulan Akhir: 
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Setelah melalui proses penyimpulan sementara dan triangulasi, peneliti 

melakukan analisis akhir untuk menarik kesimpulan yang final. 

Penyimpulan akhir dilakukan setelah melakukan penyimpulan sementara 

lalu dianalisis kembali dan ditarik kesimpulan akhir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

1.  Sejarah pengelolaan lahan oleh Gapoktanhut SHK Lestari di Taman Hutan 

Raya Wan Abdul Rachman mengalami dinamika yang panjang. Dimulai dari 

penetapan kawasan sebagai hutan lindung pada masa kolonial (Besluit Residen 

Lampung Nomor 307 Tahun 1941) dan penguatan status menjadi Taman Hutan 

Raya (1993), pengelolaan kemudian diterapkan dengan pendekatan keamanan 

(security approach) pada masa Orde Baru yang memicu konflik tenurial serta 

operasi penertiban dan pengosongan kawasan melalui patroli jagawana. Hal ini 

mengakibatkan masyarakat kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. 

Memasuki era reformasi, muncul upaya pembinaan melalui Konsorsium 

Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KP-SHK), IUPHKm, dan skema 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Namun, akses legal 

masyarakat masih mengalami ketidakpastian karena pembatasan HKm di kawasan 

konservasi. Perubahan mendasar terjadi sejak diberlakukannya Peraturan Menteri 

LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Perdirjen KSDAE 

Nomor P.6 Tahun 2018 tentang Kemitraan Konservasi. Proses legalisasi 

berlangsung secara bertahap hingga penandatanganan PKS Kemitraan Konservasi 

pada 30 Januari 2025 bagi 21 KTH Gapoktanhut SHK Lestari.  

2. Implementasi Kemitraan Konservasi pada Gapoktanhut SHK Lestari di 

Tahura WAR telah memberikan kepastian hukum pengelolaan lahan bagi 21 KTH 

yang melibatkan 512 KK dengan luas areal kelola ±790,94 ha. Capaian 

kelembagaan mencakup 2 KTH kelas Utama dan 19 KTH kelas Madya. 

Implementasi diwujudkan melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan 

KTH, pembagian areal kelola yang jelas, serta penerapan sistem agroforestri 

dengan target pengkayaan tanaman tajuk tinggi minimal 400 batang per hektare. 

Masyarakat mengembangkan pemanfaatan HHBK yang diolah menjadi produk 

bernilai tambah (emping melinjo, minyak kemiri, sirup pala) melalui KWT. 
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Aturan lokal yang disepakati, seperti kewajiban menanam kembali (ganti tanam) 

dan larangan jual-beli garapan selama masa izin, berhasil mengurangi praktik 

penebangan liar. Masyarakat juga aktif terlibat dalam patroli swadaya dan 

pemulihan kawasan, sementara gubuk kerja menggantikan pemukiman permanen 

sehingga pengawasan kawasan menjadi lebih terkendali. Perubahan hubungan 

yang paling signifikan adalah bergesernya hubungan antara masyarakat dan 

pengelola kawasan dari konflik menjadi kemitraan yang saling menguntungkan, 

dengan WALHI Lampung berperan sebagai jembatan komunikasi dan 

pendamping di lapangan. Manfaat jasa lingkungan juga terasa, terutama melalui 

keberlanjutan debit air dan fungsi mikrohidro sebagai bio-indikator kondisi 

kawasan. Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi kendala berupa 

ketergantungan pemasaran pada pedagang tengkulak, rendahnya keterlibatan 

generasi muda, penyesuaian luasan lahan dalam pengaturan izin, serta beban 

administrasi pelaporan ekonomi bagi anggota lanjut usia. Secara keseluruhan, 

Kemitraan Konservasi telah berjalan efektif pada aspek legalitas, kelembagaan, 

dan praktik pengelolaan lapangan, namun masih memerlukan penguatan pada 

dimensi ekonomi, regenerasi petani muda, dan penyederhanaan administrasi agar 

keberlanjutan program dapat tercapai. 

 

 

5.1 Saran  

1. Bagi UPTD KPHK Tahura WAR 

Pengelola Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman perlu menjaga 

konsistensi pelaksanaan kemitraan konservasi setelah penandatanganan Perjanjian 

Kerja Sama (PKS) tahun 2025, terutama dalam penerapan ketentuan pengelolaan 

lahan yang telah disepakati bersama. Penegasan aturan mengenai jenis tanaman, 

pola agroforestri, serta batasan aktivitas di dalam kawasan perlu terus dijadikan 

rujukan dalam pelaksanaan di lapangan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman 

antara pihak pengelola dan masyarakat. 

2. Bagi Gapoktanhut SHK Lestari  

Gapoktanhut SHK Lestari perlu mempertahankan peran kelembagaan 

dalam mengatur pengelolaan lahan anggota sesuai kesepakatan kemitraan. Peran 

kelompok penting dalam menjaga kedisiplinan anggota, pencatatan lahan garapan, 
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serta penyelesaian persoalan internal secara musyawarah. Kegiatan pengolahan 

HHBK yang telah berjalan, seperti kemiri, pala, kopi, dan gula aren, dan lainnya 

perlu dijaga keberlangsungannya sebagai sumber tambahan penghasilan. Selain 

itu, keterlibatan anggota muda dan perempuan perlu diperhatikan agar 

pengelolaan lahan tidak hanya bergantung pada petani yang telah lama menggarap 

kawasan. 
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